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Abstract 

This study aims to determine the effect of public service quality, transparency, and 
accountability on public trust in the village government. This study uses a quantitative 
method with primary data sources obtained through distributing questionnaires to 
village communities in Batang Regency, and successfully obtained 100 respondents. Data 
analysis in this study was carried out using the multiple linear regression method with 
the help of SPSS software version 27. The results of this study indicate that the quality 
of public services has a significant effect on public trust in the village government. 
Likewise with the accountability variable, which shows a significant effect on public 
trust. However, the transparency variable does not have a significant effect on public 
trust. Meanwhile, when viewed together, the variables of public service quality, 
transparency, and accountability simultaneously affect public trust. This study 
emphasizes the importance of these three variables in building public trust in the village 
government. If the village government is able to provide good service, be transparent 
and accountable, the community will be more confident that the government is able to 
manage the village well. This will increase public trust in the village government. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan publik, 
transparansi, dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa di Kabupaten Batang, 
dan berhasil diperoleh sebanyak 100 responden. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 
versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan publik memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Begitu 
juga dengan variabel akuntabilitas, yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 
kepercayaan masyarakat. Namun, variabel transparansi tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Sementara itu, jika dilihat secara 
bersamaan variabel kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas secara 
simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menegaskan 
pentingnya ketiga variabel tersebut dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah desa. Jika pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang baik, 
bersikap transparan serta akuntabel, masyarakat akan lebih yakin bahwa pemerintah 
mampu mengelola desa dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Kata kunci: Pelayanan, Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan. 
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PENDAHULUAN 

Tata kelola desa di Indonesia telah berubah drastis sejak dikeluarkannya 

undang-undang desa baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. UU ini memberikan desa otonomi penuh dalam mengatur dan mengurus 

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Indonesia (Sofyani & Tahar, 2021). Sesuai dengan Undang-undang 

tersebut, salah satu tujuan adanya pengaturan desa adalah meningkatkan 

pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat terwududnya 

kesejahteraan bersama.  

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu wujud hasil kerja 

pemerintah desa dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar pelayanan 

nasional, yaitu kualitas pelayanan (Ali & Saputra, 2020). Pemerintah bertanggung 

jawab untuk mengelola dan menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, 

adil, dan transparan (Muhaimin et al., 2023). Salah satu undang-undang yang 

relevan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di 

Indonesia. Dalam UU ini, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 

adalah sebuah entitas yang secara khusus dibentuk guna memberikan layanan 

kepada Masyarakat. Entitas ini diantaranya dapat berupa badan hukum, 

departemen pemerintahan, lembaga independent, ataupun korporasi yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang yang memiliki tujuan utama untuk 

memberikan pelayanan publik (Lionandiva & Triandi, 2022). Selain itu dalam UU 

ini, etika pemerintahan diakui sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung 

tinggi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti 

keadilan, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Muhaimin et al., 2023).  

 Pelayanan publik di sektor pemerintahan adalah perwujudan dari tugas 

aparatur negara dalam melayani atau mengabdi kepada masyarakat serta negara. 

Pelayanan ini merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan yang 

dapat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan yang baik 

akan berdampak pada kepuasan dan kepercayaan Masyarakat (Rosmiati et al., 

2022). Pelayanan yang baik tidak hanya berbicara tentang kualitas, tetapi juga 

tentang keterbukaan atau transparansi. Dengan transparansi, kepercayaan 

Masyarakat akan tumbuh dan semakin meningkat.  

Transparansi ini merujuk pada keterbukaan dan kejelasan informasi, dimana 

masyarakat memungkinkan dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan 

kebijakan publik, pelaksaan, serta pencapaian yang dihasilkan. Setiap kebijakan 

publik seperti yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan, wajib 

di informasikan kepada masyarakat. Keputusan serta alasan di balik perumusan 

kebijakan tersebut juga harus bisa diakses oleh publik dengan mudah (Lionandiva 

& Triandi, 2022). Dengan adanya transparansi atau keterbukaan ini maka 

masyarakat dapat mengetahui semua hal tersebut, masyarakat akan merasa lebih 

https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i1.2246


 

SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 3 NO.1 (2024) 
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA 

21 

 

dihargai, dilibatkan, dan percaya bahwa pemerintah bekerja dan berupaya untuk 

memenuhi segala kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, transparansi salah 

satu upaya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Selain transparan, akuntabilitas juga memiliki peran penting dalam 

membangun kepercayaan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas 

merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu 

keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang 

telah direncanakan, dengan media pertanggung jawaban yang dilaporkan secara 

berkala. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana 

desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas 

partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Dalam praktiknya banyak 

pemerintah desa yang belum mampu melakukan akuntabilitas dana desa dengan 

baik (Imawan et al., 2019).  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sofyani & Tahar, (2021) yang berjudul “Peran Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: 

Kasus Di Kabupaten Bantul”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah terletak pada subjek dan objek penelitian serta tambahan variabel 

independen yaitu kualitas layanan publik.  Dalam penelitian Sofyani & Tahar, 

(2021) subyek yang digunakan adalah aparatur pemerintah desa sendiri dan juga 

anggota BPD, dan objeknya yaitu pemerintah desa yang berada di Kabupaten 

Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini, 

subjek yang digunakan adalah masyarakat desa sendiri dan objek yang digunakan 

adalah Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Batang. Selain hal-hal tersebut, 

perbedaan penelitian ini juga terdapat pada variabel independen. Dalam 

penelitian Sofyani & Tahar, (2021), variabel independent yang digunakan adalah 

transparansi dan akuntabilitas sedangkan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel kualitas layanan publik, transparansi dan 

akuntabilitas. Peneliti menambahkan variabel kualitas pelayanan publik karena 

pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan karena 

layanan publik yang diterima, pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang berperan sebagai faktor penentu kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa di Kabupaten Batang.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Legitimasi 

Teori legitimasi pertama kali dipopulerkan oleh John Dowling dan Jeffrey 

Pfeffer pada tahun 1975, menjelaskan bahwa legitimasi adalah kondisi di mana 
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organisasi berhasil menyelaraskan nilai-nilai dan tindakannya dengan harapan atau 

norma yang berlaku dalam Masyarakat (Putra et al., 2023). Ketika terjadi 

perbedaan antara nilai-nilai yang dianut organisasi dengan nilai-nilai masyarakat, 

maka legitimasi organisasi akan berada dalam posisi terancam. Keberadaan suatu 

organisasi sangat ditentukan oleh masyarakat, karena hubungan antara keduanya 

saling mempengaruhi. Dengan demikian, diperlukan kontrak sosial yang baik agar 

terjadi keseimbangan sehingga tercipta kesepakatan yang melindungi kepentingan 

organisasi. Kontrak sosial harus mampu memotivasi para direktur untuk mematuhi 

nilai-nilai, norma, dan batasan tertentu dari masyarakat dengan menerapkan 

struktur dan proses tanggung jawab sosial yang memadai (Velte, 2021).  

Legitimasi pemerintah desa dapat diperoleh dan dipertahankan melalui tiga 

elemen yaitu kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Kualitas 

layanan publik yang baik memungkinkan pemerintah desa memenuhi ekspektasi 

masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi dalam 

pengelolaan dan pengambilan keputusan membantu menciptakan kepercayaan 

dengan menunjukkan bahwa pemerintah terbuka dan jujur dalam menjalankan 

tugasnya. Sementara itu, akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung 

jawab kepada publik atas kebijakan dan tindakannya, yang memperkuat legitimasi 

di mata masyarakat karena merasa kepentingan publik diutamakan. Ketiga elemen 

ini menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa. 

Adapun gambar kerangka berpikir atau hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

Pelayanan Publik  

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundangundangan (Gunawan, 2023). Pelayanan yang dilakukan secara ramah 
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tamah, adil cepat dan dengan etika yang baik merupakan ciri pelayanan yang baik 

(Hasibuan, 2005:152). Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat oleh 

pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah 

satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur 

negara (Damayanti et al., 2019). Ketika pelayanan publik dilaksanakan dengan 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan merasa bahwa 

pemerintah menjalankan fungsinya dengan benar dan sesuai harapan sehingga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Penelitian milik Rapindo et al (2021) menyatakan bahwa kualitas layanan 

mempengaruhi Tingkat kepercayaan muzzaki. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian milik Setyowati (2022) kualitas pelayanan mampu memberikan 

pengaruh yang baik terhadap Tingkat kepercayaan muzaki. Penelitian lain yang 

meneliti hubungan anatara pelayanan publik dan kepercayaan yaitu penelitian 

milik Ratri (2024) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Tingkat Kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan 

sedekah. Hasil ini menegaskan pentingnya kualitas pelayanan dalam membangun 

dan mempertahankan kepercayaan publik. 

Berdasarkan konsep hubungan antar variabel dan temuan penelitian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah desa dapat memberikan pengaruh terhadap Tingkat kepercayaan 

Masyarakat. 

H1: kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 

masyarakat desa 

 

Transparansi 

Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan 

memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Zarkasyi, 2008). Transparansi 

dalam anggaran berarti setiap masyarakat memiliki hak terkait perencanaan 

penganggaran, yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri 

pertemuan publik, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan 

dokumen publik, serta hak untuk menerima informasi (Kristianten, 2006). Dengan 

transparansi yang baik proses pengelolaan sumber daya publik berlangsung 

dengana adil dan jujur. Transparansi menjadi elemen kunci yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, karena dengan keterbukaan 

informasi, masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya bahwa pemerintah desa 

bertindak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. 

Penelitian oleh Sofyani et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi 

berhubungan positif dengan kepercayaan masyarakat desa. Sedangkan penelitian 

Sofyani & Tahar (2021) menemukan bahwa transparansi meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. Penelitian lain milik Wirawan & Yaya (2024) menunjukan 



Kualitas Layanan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas sebagai Faktor Penentu 
Kepercayaan Masyarakat 

Shofie Azizah1, Hafidhoh Kholifah Al Rosyadah2, Versiandika Yudha Pratama3 

DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i1.2246            
 

24 
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 3 NO.1 (2024) 

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA 
 

transparansi pemerintah desa juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

masyarakat desa. Studi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah terbuka dan 

memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dan ikut serta dalam 

proses pengelolaan anggaran, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan 

meningkat. Berdasarkan konsep hubungan antar variabel dan penelitian terdahulu 

yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, dapat diambil Kesimpulan 

bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa 

mempengaruhi Tingkat kepercayaan Masyarakat. Maka hipotesis pertama dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat desa. 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum, atau 

pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk memintanya 

(Halim & Ikbal, 2012). Tujuan dari akuntabilitas bukanlah untuk mencari kesalahan 

atau memberikan hukuman, melainkan untuk meningkatkan kinerja (Sangki et al., 

2017). Dengan demikian, akuntabilitas menciptakan sebuah hubungan saling 

percaya antara pemerintah dan masyarakat, di mana setiap pihak memiliki peran 

dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan fungsi publik. akuntabilitas 

menciptakan keterkaitan yang jelas antara tanggung jawab pemerintah dan 

harapan masyarakat, sehingga membantu pemerintah mempertahankan 

legitimasinya di mata publik. Ketika pemerintah mampu bertindak akuntabel, hal 

ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kekuasaan yang dijalankan 

sesuai dengan norma dan nilai sosial, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi 

dan kepercayaan masyarakat. 

Penelitian milik Aprilia (2019) mengindikasikan semakin pengelolaan alokasi 

dana desa yang akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian milik Gunawan 

(2023) yang menyatakan hasil akuntabiltas pengelolaan dana desa berpengaruh 

terhadap kepercayaan masyarakat Penelitian lain milik Djafar et al., (2024) 

akuntabilitas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan 

Mootilango, kabupaten Gorontalo. Berdasarkan konsep hubungan antar variabel 

dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa 

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan dana memiliki potensi untuk 

memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. 

H3: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat desa. 
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Kualitas Layanan, Transparansi, Dan Akuntabilitas  

Kualitas layanan yang baik, di mana pemerintah atau penyedia layanan 

memenuhi ekspektasi masyarakat, berperan dalam meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan publik. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan layanan 

publik, yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses, 

memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan dan 

sumber daya dikelola, sehingga memperkuat kepercayaan. Akuntabilitas, sebagai 

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap 

keputusan dan tindakan yang diambil, memberikan jaminan bahwa pemerintah 

bekerja sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, yang pada gilirannya 

meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi publik. Sehingga dengan 

kualitas layanan yang baik, pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabilitas 

menjadi Masyarakat percaya kepada pemerintah desa.  

Penelitian milik Ratri (2024) Secara simultan menunjukkan bahwa 

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Tingkat Kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah pada 

BAZNAS. Selanjutnya penelitian milik Rapindo et al (2021) menyatakan 

akuntabilitas,  transparansi  dan  kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  

kepercayaan  muzakki  dalam  menyalurkan  zakat  pada  BAZNAS  Provinsi  Riau. 

Selanjutnya yaitu penelitian milik Setyowati (2022)  menunjukan akuntabilitas dan 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, 

sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzakki. 

Berdasarkan konsep hubungan antar variabel dan penelitian terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik, tranparansi dan akuntabilitas 

pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan dana memiliki 

potensi untuk memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. 

H4: Kualitas pelayanan publik, tranparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat desa 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data penelitian ini 

bersumber dari data primer yang didapatkan dari pengisian kuisioner masyarakat 

desa di Kabupaten Batang (>17 tahun) mengenai kualitas layanan publik, 

transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.  

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa di Kabupaten Batang 

yang berjumlah 293.737 jiwa. Adapun jumlah sampel ditentukan menggunakan 

rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 10%. Jumlah sampel berdasarkan 

perhitungan rumus solvin berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling. Kriteria penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menerima pelayanan publik 
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pemerintah desa, Masyarakat yang berumur 17 tahun keatas, dan Masyarakat yang 

telah menetap di Kabupaten Batang selama lebih dari satu tahun. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert 4 poin 

yaitu sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, setuju = 3, dan sangat setuju = 4. 

Indikator kuesioner mengenai tranparansi dan akuntabilitas diadopsi dari 

penelitian milik Sofyani & Tahar (2021) dan Oktavia (2020).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi 

linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 27. Variabel pada penelitian 

ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu kualitas layanan publik (X1), 

transparansi (X2), dan akuntabilitas (X3) serta variabel dependen yaitu 

kepercayaan Masyarakat (Y). Adapun indikator pengukuran masing-masing 

variabel termuat dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Indikator-Indikator Kuesioner 

NO Variabel Indikator Skala 

1 Kualitas layanan publik (X1) a. Kecepatan 

b. Kepuasan 

c. Ketepatan 

d. Kemudahan akses 

Likert 

2 Transparansi (X2)  a. Publikasi informasi 

b. Aksesibilitas informasi 

c. Keterbukaan  

d. Kejelasan informasi  

Likert 

3 Akuntabilitas (X3) a. Pelaporan 

b. Pelaksanaan program 

c. Keterbukaan  

d. Pengawasan  

Likert 

4 Kepercayaan Masyarakat (Y) a. Pengelolaan dana 

b. Kepentingan masyarakat  

c. Keterbukaan informasi 

d. Pertanggung jawaban 

Likert 

Sumber: data diolah (2024) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Instrumen 

Pengujian awal pada penelitian ini adalah uji instrumen yaitu uji validitas 

dan reabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan suatu 

instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas akan menggambarkan 

konsistensi alat ukur, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dirangkum pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Indikator 
r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan Cronbach Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik (X1) 

X1.1 0,672 0,256 VALID 

0,914 RELIABEL 

X1.2 0,598 0,256 VALID 

X1.3 0,688 0,256 VALID 

X1.4 0,527 0,256 VALID 

Transparansi 

(X2) 

X2.1 0,662 0,256 VALID 

X2.2 0,763 0,256 VALID 

X2.3 0,752 0,256 VALID 

X2.4 0,744 0,256 VALID 

Akuntabilitas 

(X3) 

X3.1 0,660 0,256 VALID 

X3.2 0,627 0,256 VALID 

X3.3 0,771 0,256 VALID 

X3.4 0,731 0,256 VALID 

Kepercayaan 

Masyarakat 

(Y) 

Y.1 0,683 0,256 VALID 

Y.2 0,430 0,256 VALID 

Y.3 0,672 0,256 VALID 

Y.4 0,637 0,256 VALID 

Sumber: data diolah (2024) 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh indikator pernyataan memiliki nilai 

r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item indikator pernyataan quisioner adalah valid. Sementara, untuk uji reliabilitas 

sendiri nilai cronbach alpha untuk semua variabel yaitu 0,914 yang mana lebih 

besar dari 0,60 sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yang digunakan sebagai 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk analisis linear berganda. Pada uji ini terdiri 

dari 3 uji yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas. Uji 

normalitas dilakukan guna mengetahui semua nilai residual terdistribusi dengan 

normal. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Kemudian yang terakhir yaitu uji multikolinieritas dimana uji ini berfungsi untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas 

dalam suatu model regresi linear berganda. 
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Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Jenis Uji Uji Statistik Value Keterangan 

Uji normalitas 
Kolmogorov-

Smirnov 
0,051 

Data berdistribusi 

normal 

Uji 

heteroskedastisitas 
Glejser 

KPP: 0,079 

TRA: 0,819 

AKT: 0,373 

Tidak terjadi gejala 

Heterokedastsitas 

Uji multikolinieritas 

 Tolerance VIF 

Tidak terjadi 

multikolinieritas 

 

KPP 0,633 1,581 

Trans 0,458 2.185 

Akun 0,398 2.514 

Sumber: data diolah (2024) 

 

Berdasarkan tabel hasil uji asumsi klasik menunjukan bawah penelitian yang 

dilakukan terbebas dari masalah asumsi klasik. Hal tersebut ditunjukan oleh uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov hasil asymp sig (2-tailed) sebesar 

0,051 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara 

normal. Kemudian pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser seluruh 

nilai signifikansi varibel lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas pada data penelitian. Terakhir yaitu uji multikolinieritas 

diperoleh hasil nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka model regresi 

dinyatakan bebas dari multikulinieritas. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan memenuhi persyaratan uji asumsi klasik dan dapat dilanjutkan tahap 

selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen pada model regresi maka harus dilakukan uji regresi linier berganda 

dengan software IBM SPSS Statistiks 27. Berikut adalah hasil uji yang dilakukan: 

Tabel 5. Hasil Analisis Linear Berganda 

Variabel independen Koefisien (β) t value Sig 

Constant 3,489   

KPP (X1) 

Trans (X2) 

Akun (X3) 

0,254 

-0,042 

0,487 

3,251 

-0,564 

4.672 

0,002 

0,574 

<0,001 

Variabel Dependen : Kepercayaan masyarakat  

F-hit : 31,971   

F Sig. : <0,001   
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R2Ajd : 0,484   

Sumber: data diolah (2024) 

 

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas nilai Rsquare sebesar 0,484 atau 

48,4% kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas layanan, transparansi, 

dan akuntabilitas, sisanya sebesar 51,6% berasal dari pengaruh diluar ketiga 

variabel tersebut. Nilai F hitung sebesar 31,971 dengan nilai signifikasi <0,001 

kurang dari 0,05 maka ketiga varibel dapat dikatakan layak dalam mempengaruhi 

kepercayaan Masyarakat. Berdasrkan hasil uji t terlihat bahwa nilai signifikansi 

variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0,002 < 0,05 dan variabel akuntabilitas 

sebesar 0,001 < 0,05, dengan demikian hipotesis pertama dan ketiga diterima yang 

Sedangkan nilai signifikansi pada variabel kedua atau transparansi yaitu 0,574 > 

0,05 dengan demikian hipotesis kedua ditolak. 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepercayaan Masyarakat (H1) 

Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikasi Kualitas Pelayanan Publik 

terhadap Kepercayaan Masyarakat yaitu 0,002 yang mana nilai signifikasi tersebut 

lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) hal tersebut menunjukan bahwa hipotesis 

pertama diterima. Kesimpulanya kualitas pelayanan publik di pemerintah Desa 

Kabupaten Batang mampu mempengaruhi kepercayaan Masyarakat.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian terhadap tingkat 

layanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau Perusahaan (Rapindo et al., 

2021). Dengan kualitas pelayanan publik yang baik, mampu meningkatkan 

kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah desa. Penelitian ini didukung oleh 

penelitian milik Nugraha (2019) dan  Rapindo et al  (2021), yang menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan muzzaki 

dalam menyalurkan zakat. 

 

Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat (H2) 

Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikasi transparansi terhadap 

kepercayaan masyarakat yaitu 0,574, yang mana hasil tersebut lebih besar dari 

0,05 (0,574 > 0,05) menunjukan bahwa hipotesis kedua ditolak. Kesimpulanya 

transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah desa. Meskipun transparansi sering kali 

diasumsikan sebagai faktor dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah desa, namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi 

tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki masyarakat. Meskipun 

pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip 

transparansi, rendahnya pemahaman masyarakat menciptakan kesenjangan 

informasi. Akibatnya, masyarakat tidak mampu sepenuhnya memahami informasi 



Kualitas Layanan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas sebagai Faktor Penentu 
Kepercayaan Masyarakat 

Shofie Azizah1, Hafidhoh Kholifah Al Rosyadah2, Versiandika Yudha Pratama3 

DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i1.2246            
 

30 
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 3 NO.1 (2024) 

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA 
 

transparansi yang disampaikan pemerintah desa (Wirawan & Yaya, 2024). Selain 

itu korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi, dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat, terlepas dari upaya transparansi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat cenderung mengingat pengalaman 

negatif dan ini dapat menghalangi Masyarakat untuk mempercayai informasi yang 

disampaikan. Masyarakat selalu berasumsi bahwa kejadian korupsi pada 

pemerintahan sebelumnya akan terjadi lagi (Silaban et al., 2024). Oleh karena itu, 

meskipun pemerintah desa telah menerapkan transparansi dengan baik hal 

tersebut tidak dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah 

desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi ini tidak berpengaruh 

terhadap kepercayaan publik.   

Hasil penilitian sejalan dengan penelitian milik Gunawan (2023) yang 

menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

milik Nugraha (2019) yang menyimpulkan transparansi pada BAZNAS tidak memiliki 

pengaruh terhadap kepercayaan muzzaki.  

 

Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan Masyarakat (H3) 

Berdasarkan hasil statistik, diketahui bahwa akuntabilitas terhadap 

kepercayaan Masyarakat memiliki nilai signifikansi <0,001 yang artinya lebih kecil 

dari 0,05 (<0,001 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel 

akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan 

masyarakat. Semakin meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten 

Batang dalam mengelola desa, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya 

kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Ketika akuntabilitas meningkat, 

masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa pemerintah desa mampu 

mengelola dana desa dan juga sumber daya secara adil, efesien serta efektif.   

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Walidah & Anah (2020) yang 

menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kepercayaan donator. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Aprilia (2019) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, artinya 

semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat akan semakin 

baik juga. 

 

Pengaruh kualitas pelayanan publik, tranparansi dan akuntabilitas terhadap 

kepercayaan Masyarakat (H4) 

Hasil statistik menunjukkan bahwa pada hasil uji F atau simultan, nilai 

siginfikansi ketiga variabel independen yaitu kualitas layanan publik, transparansi, 

dan akuntabilitas yaitu <0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa H4 diterima, dengan diterimanya H4 ini 
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maka seluruh variabel independen penelitian terdapat pengaruh secara 

bersamaan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa yang ada di 

Kabupaten Batang. Artinya, jika pemerintah desa di Kabupaten Batang mampu 

memberikan pelayanan yang baik, bersikap transparan serta akuntabel dalam 

mengelola dana desa, maka secara otomatis kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa akan meningkat. Masyarakat akan memiliki kepercayaan bahwa 

pemerintah desa mampu mengelola desa dengan baik dan bertanggung jwab. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sopian (2019) yang 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat di BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penelitian Ratri (2024) menunjukkan hasil bahwa 

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap Tingkat Kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan 

sedekah pada BAZNAS. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan juga pembahasan yang telah 

diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kualitas layanan 

publik (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y). 

Hal ini karena dengan kualitas pelayanan publik yang baik, mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sedangkan variabel 

transparansi (X2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepercayaan masyarakat. Hal ini diduga akibat keterbatasan pemahaman 

masyarakat terhadap informasi transparansi yang disampaikan serta pengaruh 

pengalaman negatif sebelumnya sehingga kepercayaan masyarakat menurun. 

Variabel akuntabilitas (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan 

masyarakat (Y).  Ketika tingkat akuntabilitas meningkat, artinya pemerintah desa 

mampu mengelola dana atau sumber dana desa dengan baik, hal itu yang membuat 

masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa. Sementara itu, jika dilihat 

dari pengaruhnya secara bersamaan, variabel kualitas layanan publik, 

transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap 

kepercayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi layanan 

berkualitas, transparansi yang optimal, dan akuntabilitas yang tinggi sangat 

penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa 

di Kabupaten Batang. 
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